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PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PT. BATU BARA DI KABUPATEN BERAU 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala yang dialami Dinas 
Ketenagakerjaan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial serta 
mengetahui upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau dalam menyelesaikan 
sengketa hubungan industrial perusahaan PT. Batu Bara. Metode penelitian 
dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 
dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan yaitu sebagai mediator yang ditetapkan oleh 
Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun kendala yang dialami 
dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial antara lain tidak adanya 
kesadaran yang timbul dari karyawan dalam memenuhi panggilan, belum adanya 
perangkat atau peraturan yang mampu memaksa para pihak dalam sengketa 
hubungan industrial dengan cara mediasi, adanya egosime para pihak yang 
berdampak pada penyelesaian masalah yang semakin kompleks serta jumlah 
mediator tidak sebanding dengan jumlah kasus. Sedangkan upaya yang dilakukan 
pertama adalah mencatatkan perselisihannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Berau yang disertai dengan pengaduan. Pada realitanya, masih terdapat para pihak 
yang berselisih akan tetapi tidak melakukan perundingan bipartit. Jika demikian 
maka, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau menganjurkan kepada para 
pihak yang berselisih untuk melakukan penyelesaian perselisihannya melalui 
perundingan bipartit. 
 

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, hubungan industrial, perundingan bipartit 
 

Abstract 
This study aims to determine the role and constraints experienced by the 
Manpower Office in the resolution of industrial relations disputes and to find out 
the efforts of the Berau District Manpower Office in resolving industrial relations 
disputes at PT. Coal. The research method is carried out using a doctrinal 
approach, because in this study the law is conceptualized, as written norms 
created and promulgated by the institution or by an authorized state official. The 
results showed that the role of the Department of Manpower was as a mediator 
established by the Minister as regulated in Article 102 and Article 103 of Law 
Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The obstacles experienced in the 
resolution of industrial relations disputes include the lack of awareness arising 
from employees in fulfilling calls, the absence of devices or regulations that are 
able to force the parties in industrial relations disputes by means of mediation, the 
egosime of the parties that have an impact on the resolution of problems 
increasingly complex and the number of mediators is not proportional to the 
number of cases. Whereas the first attempt is to record the dispute of the Berau 
District Manpower Office accompanied by complaints. In reality, there are still 
parties who are at odds but do not conduct bipartite negotiations. If so, the Berau 
District Manpower Office recommends the disputing parties to settle the dispute 
through bipartite negotiations. 
 
Keywords: dispute resolution, industrial relations, bipartite negotiations 
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1. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) tidak dapat melepaskan atau 

memisahkan diri dari interaksi taaupun hubungan dengan makhluk lainnya dengan 

tujuan untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing yang bersifat 

jasmani dan rohani.
1
 Perselisihan terhadap antar manusia merupakan suatu 

keadaan yang normal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan 

upaya penyelesaian berupa upaya pencegahan dan perdamaian terhadap pihak 

yang berselisih.
2
 

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa 

negara menjamin kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dikarenakan bahwa 

perekonomian negara terbantu dari ketenagakerjaan. 

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan kepentingan 

pengusaha, pemerintah dan karyawan maupun masyarakat. Hubungan industrial 

bukan hanya mengenai manajemen organisasi perusahaan yang menempatkan 

pekerja sebagai pihak yang selalu mengatur. Hubungan industrial meliputi 

fenomena baik dalam maupun luar tempat kerja yang terkait terhadap penempatan 

dan pengaturan kerja.
3
 Pengertian sistem hubungan industrial menurut Suwarto 

adalah: “Sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang 

dan/atau jasa”.
4
 

Hubungan yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, 

sosial, politik dan budaya baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah” Hubungan 

Industrial di Indonesia, menurut Abdul Khakim mempunyai perbedaan dengan 

yang ada di negara lain. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut: (1) Mengakui dan 

meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, tetapi sebagai 

pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan 
                                                             
1
Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di 

Luar Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1. 
2
Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 127. 

3
Ibid. 

4
Suwarto, 2003, Hubungan Industrial dalam Praktik, Asosiasi Hubungan Industrial 

Indonesia, Jakarta, hal. 1. 
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negara; (2) Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan 

sebagai manusia yang bermartabat; dan (3) Melihat antara pengusaha dan pekerja 

bukan dalam perbedaan kepentingan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama 

untuk memajukan perusahaan.
5
 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 

hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa hubungan 

kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan 

kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah 

adanya perjanjian kerja.
6
 

Praktik di lapangan atau realita yang terjadi antara hubungan pengusaha 

dan pekerja tidak selalu berjalan dengan baik atau mulus, terkadang sifatnya 

situasional. Faktor yang menyebabkan terjadi perselisihan adalah tidak adanya 

kepatuhan yang dilakukan para pihak mengenai isi perjanjian yang disepakati. Hal 

ini biasanya terjadi kepada tenaga kerja, sehingga dilakukan pemutusan hubungan 

kerja atau PHK.
5
 

Kasus yang ditemukan oleh penulis terkait perselisihan hubungan 

industrial terjadi di PT. Batu Bara, Kabupaten Berau dimana berdasarkan PKB 

2018-2020 BAB XI Ayat 56 Pasal 1 menjelaskan bahwa karyawan melanggar 

perjanjian dan kode etik pekerja karena ijin atas dasar melakukan ibadah sesuai 

keyakinan yang dianut tanpa mendapatkan ijin dari atasan sehingga pekerja alpa 

dalam absensi. Pekerja diberikan SP3 dari perusahaan karena melanggar PKB 

Pasal 51 Ayat 2 karena tidak masuk kerja 3 (tiga) kali dalam satu periode tanpa 

keterangan sampai pada tanggal 9 Maret 2019. Pada tanggal 16 Maret 2019 pihak 

perusahaan melayangkan surat PHK dan dilakukan Biparte selama 2 (dua) kali. 

Akan tetapi pihak pekerja keberatan dengan PHK yang dilakukan oleh 

perusahaan, oleh sebab itu pihak perusahaan melayangkan surat kepada Dinas 

                                                             
5
Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  

hal. 50. 
6
Ibid. 
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Ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk 

menemukan solusi yang tepat. 

Istilah hubungan industrial berasal dari kata industrial relation, merupakan 

perkembangan dari istilah hubungan perburuhan (labour relation atau labour 

management relations). Menurut Sentanoe Kertonegoro, istilah hubungan 

perburuhan memberi kesan yang sempit seakan-akan hanya menyangkut 

hubungan antara pengusaha dan pekerja.
7
 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya serta peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan, dimana hak pekerja/buruh merupakan suatu hal 

yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan 

pihak pemberi kerja.
8
 

Pengertian perselisihan hubungan indsutrial merupakan adanaya 

pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang 

mengadakan hubungan kerjasama.
9
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat buruh karena adanya 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan 

perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dapat 

diberikan kesimpulan mengenai perselisihan atau konfilk hubungan indsutrial, 

yaitu: (a) Adanya pihak-pihak (2 orang atau lebih); (b) Tujuan yang berbeda, 

yakni pihak yang satu menghendaki kepada pihak yang lain bersikap sesuai 

                                                             
7
Sentanoe Kertonegoro, 1999, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dengan 

Pekerja (Bipartit) Hubungan dengan Pemerintah (Tripartit), Jakarta: YTKI, hal. 14. 
8
Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: 

Ghalia Indonesia, hal. 155. 
9
 Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 

hal. 2. 
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dengan yang dikehendakinya; dan (c) Pihak yang lain menolak keinginan tersebut 

atau keinginan tidak dapat dipersatukan.
 10

 

Penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan dilakukan dengan 

mekanisme: (1) Biparte. Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan penyelesaian 

sengketa buruh dan tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan 

mengadakan asas kekeluargaan antara buruh dan majikan.
7
 Lembaga Biparte 

merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah yang beranggotakan 

pengusaha dan pekerja. Penyelesaian melalui biparte dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 sampai 7; (2) Mediasi. Pasal 

8 sampai 16 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian perelisihan hak, 

kepentingan, hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja melalui satu 

perusahaan secara musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator 

netral.
8
 Mediator berperan sebagai pihak yang netral, hanya mendengarkan, 

mengusulkan dan menasehati kedua pihak yang berselisih. Keputusan diserahkan 

semuanya kepada pihak yang berselisih; (3) Konsiliasi. No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa konsiliasi 

merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, 

perselisihan antara serikat kerja dalam sebuah perusahaan melalui musyawarah 

yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsoliator; dan (4) Arbitrase. No. 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan 

bahwa arbitrase adalah media perselisihan kepentingan serikat pekerja dan 

pengusaha dalam suatu perusahaan, dengan kesepakatan tertulis dari pihak yang 

berselisih lalu diserahkan kepada arbiter yang putusannya bersifat mengikat dan 

final.
 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis melakukan penelitian 

yang bertujuan (1) Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Berau terkait sengketa hubungan industrial perusahaan PT. Batu Bara; (2) Untuk 

mengetahui kendala yang dialami Dinas Ketenagakerjaan dalam penyelesaian 

                                                             
10

Lalu Husni II, Op.Cit, hal. 2. 
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sengketa Hubungan Industrial PT. Batu Bara; dan (3) Untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau dalam 

menyelesaikan sengketa hubungan industrial perusahaan PT. Batu Bara. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doctrinal dengan jenis metode 

pendekatan yuridis normatif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat 

deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal 

yang terkait dengan objek yang diteliti. Jenis data yang berasal dari dua sumber 

yaitu data sekunder berupa: Surat Perjanjian Kerja, Surat Pemutusan Kerja dan 

Surat Hasil Mediasi dimana dalam implementasinya dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang terdapat di PT. Batu Bara serta data primer yaitu data-data 

yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat 

dengan objek yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan 

dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Terkait Sengketa 

Hubungan Industrial Perusahaan PT. Batu Bara 

Dinas Ketenagakerjaan pada umumnya memiliki peran dalam perselisihan atau 

sengketa hubungan industrial diantaranya yaitu; 

1) Stabilisator. Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah 

menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi 

keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat 

terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif 

yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, 

pendekatan yang persuasif, dan pendekatan yang bertahap tetapi 

berkesinambungan. 

3 3 
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2) Innovator. Dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai 

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi, prakondisi yang 

harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu 

memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Tiga hal yang mutlak 

mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan di 

lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, 

inovasi sistem, prosedur dan metode kerja. 

3) Modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang 

kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu 

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah 

kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, 

sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang produktif, landasan pendidikan politik yang kukuh dan 

demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan 

sehingga berorientasi pada masa depan. 

4) Pelopor. Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi 

seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan 

dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan 

dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya 

dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara. 

5) Pelaksana. Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan 

pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban 

pemerintah semata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, 

modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh 

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, 

sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahan kepada 

pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. 

Selanjutnya, peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Hubungan 

industrial diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan berdasarkan Pasal 102 menjelaskan 

pelaksanaan hubungan industrial yaitu: 



8 

1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakn pengawasan, dan 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perUndang-Undangan; 

2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau burh dan serikat 

pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan 

sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis mengembangkan keterampilan, dan 

keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta keluarganya; dan; 

3) Dalam melaksankan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha 

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, 

memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh 

secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 

3.2 Kendala yang Dialami Dinas Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian 

Sengketa Hubungan Industrial PT. Batu Bara 

Hasil penelitian terkait dengan kendala yang dialami Dinas Ketenagakerjaan 

dalam penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial PT. Batu Bara diantaranya 

adalah: 

1) Tidak adanya kesadaran yang timbul daripada  karwan dalam memenuhi 

panggilan dari dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Berau untuk menyelesaikan 

sengketa sengketa hubungan industrial. 

2) Belum adanya perangkat atau peraturan yang mampu memaks para pihak 

dalam sengketa hubungan industrial dengan cara mediasi. Hal ini membuat 

mediator mengalami kesulitan mendatangkan karyawan atau para pihak untuk 

hadir dalam pertemuan atau sidang mediasi yang diadakan oleh mediator. 

3) Adanya egosime para pihak untuk menemukan solusi terbaik dari sengketa 

hubungan industrial yang terjadi, hal ini berdampak pada penyelesaian 

masalah yang semakin kompleks. 

4) Jumlah mediator tidak sebanding dengan jumlah kasus sengketa hubungan 

industrial yang terjadi, yang dampaknya lambatnya proses penyelesaian 

sengketa hubungan industrial di dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Berau. 



9 

Hasil penelitian berupa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Berau, diantaranya adalah: 

1) Memberikan kesadaran kepada pengusaha dan karyawan khususnya untuk 

memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 

2) Melakukan upaya peningkatan kinerja dan pemerataan tugas setiap mediator. 

Dengan tsmbahan sumber daya manusia dan alat penunjang akan memberikan 

pelayanan yang cepat kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa 

hubungan industrial. 

3) Melakukan konsolidasi penyelesaian hubungan industrial dengan 

menghadirkan pengusaha maupaun pekerja mengenai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu menciptakan upaya hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis dan adil. 

4) Secara insidentil, mediator melakukan upaya pembinaan kepada setiap 

perusahaan yang masuk dalam wilayah kerja. Pembinaan yang diberikan 

adalah berupa komunikasi atau sosialisai langsung kepada para pihak 

mengenai masalah yang terjadu secara internal sehingga para pihak dapat 

mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. 

5) Memberikan peluang kepada para pihak baik pengusaha maupun pekerja 

untuk konsultasi terkait dengan hubngan industrial maupun penyelesaian 

sengketa yang akan terjadi. 

6) Melakukan pemberdayaan kepada serikat pekerja atau buruh, sehingga mereka 

memiliki kemampuan yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik secara teknis dan negosiasi untuk memberikan 

keharmonisan dalam hubungan perusahaan. 

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau 

dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Industrial Perusahaan  

PT. Batu Bara 

Perselisihan yang terjadi antara PT.Batu bara dengan karyawan merupakan 

perselisihan terkait dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) hal ini dijelaskan 

pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan mengenai pemutusan hubungan 
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kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau memiliki 1 orang mediator saat ini 

yang khusus menangani permasalahan hubungan industrial. Mediator yang berada 

pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau merupakan mediator struktural  yang 

berada  pada susunan organisasi seperti sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi. 

Mediator struktural dapat menangani sidang mediasi apabila mempunyai 

legitimasi mediator dari Menteri Tenaga Kerja.
11

 

Langkah awal yang dilakukan sebelum mediasi dimulai yaitu pihak yang 

berselisih mencatatkan perselisihannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau 

yang disertai dengan pengaduan. Berkas pengaduan berisi mengenai Surat 

Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan bukti 

perundingan atau risalah yang menyatakan bahwa perundingan bipartit 

mengalami kegagalan.
12

 

Pada realitanya, masih terdapat para pihak yang berselisih akan tetapi tidak 

melakukan perundingan bipartit. Jika demikian maka, pihak Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Berau menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk 

melakukan penyelesaian perselisihannya melalui perundingan bipartit.
13

 

Pasal 103 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dijelaskan mengenai sarana hubungan industrial, diantaranya yaitu: Setiap 

perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih 

wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit 

berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan 

di perusahaan. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit terdiri atas 

unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara 

demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang 

bersangkutan. 

                                                             
11
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Lembaga kerja sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur 

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Lembaga 

kerja sama Tripartit terdiri dari: a) lembaga kerja sama Tripartit nasional, provinsi 

dan kabupaten/kota; b) lembaga kerja sama Tripartit sektoral nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota. 

Ketentuna Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial, pengertian Bipartit merupakan 

perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh 

dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan indsutrial. Upaya 

perlindungan Bipartit dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial 

Perundingan bipartit diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 30 

hari kerja sejak perundingan tersebut di mulai. Jika dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan, perundingan telah dilakukan tetapi tidak menemui kata sepakat 

atau salah satu pihak menolak untuk berunding, maka perundingan bipartit 

dianggap tidak berhasil. Apabila perundingan bipartit tidak berhasil maka, pihak 

yang bersengketa dapat mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Berau untuk menyelesaikan perselesihan disertai berkas pengaduan 

yang sudah lengkap.
14

 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau dalam  penyelesaian perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menyediakan cara penyelesaian 

perselisihan secara konsiliasi atau arbitrase, sehingga setelah para pihak 

mencatatkan perselisihannya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau dengan 

melampirkan bukti perundingan bipartit, langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah penyelesaiaan perselisihan melalui mediasi.
15

 

Setelah menerima laporan perselisihan pemutusan hubungan kerja, 

mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau melakukan penelitian berkas 

perselisihan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
16
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Pemanggilan dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu). Panggilan tersebut 

dalam bentuk surat undangan untuk hadir dalam proses mediasi. Apabila para 

pihak tidak dapat hadir karena suatu hal untuk memenuhi panggilan sidang, maka 

dapat diwakilkan oleh kuasanya. Pihak penguasa biasanya diwakilkan oleh staff 

personalia perusahaan tersebut, sedangkan jika pihak pekerja tidak dapat hadir 

dapat diwakilkan oleh kuasa hukum atau serikat pekerjanya. Setelah pemanggilan 

terpenuhi, maka segera dilakukan sidang mediasi.
17

 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Hubungan Industrial 

yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 

Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai 

kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 

satu perusahaan.
18

 

Berdasarkan tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani 

oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak 

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , maka:  

(a) Mediator mengeluarkan anjuran tertulis; (b) Anjuran tertulis sebagaimana 
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dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; (c) 

Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang 

isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 

10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; (d) Pihak yang tidak 

memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada hruf c dianggap menolak 

anjuran tertulis; (e) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 

sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak 

membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan 

Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
19

 

Sebelum sidang mediasi dimulai, mediator pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Berau meneliti kembali kelengkapan berkas perselisihan yang telah 

diajukan oleh para pihak. Mediator meminta keterangan, dokumen, dan surat-surat 

yang berkaitan dengan perselisihan. Mediator pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Berau mendengarkan penjelasan duduk perkara pada masing-masing 

pihak mengenai permasalahan yang terjadi.
20

 

Pada praktiknya, sidang mediasi dilakukan tergantung dengan kebutuhan, 

tetapi biasanya hanya dilakukan sekali pertemuan saja sudah ditemui kata sepakat 

dari para pihak, maka tidak perlu dilakukan sidang lagi. Tetapi apabila dalam 

sidang mediasi sulit ditemui kata sepakat, maka mediator memberikan pilihan-

pilihan yang diambil dari keterangan para pihak pada saat sidang yang kemudian 

diserahkan kepad para pihak kembali apakah sepakat atau tidak atas pilihan-

pilihan yang diberikan.
21

 

Pada proses mediasi, mediator berhak meminta dokumen yang diperlukan 

untuk kelancaran jalannya mediasi. Selain itu, mediator juga berhak 
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mendatangkan saksi atau saksi ahli untuk dimintai keterangannya pada saat sidang 

mediasi berlangsung. Akan tetapi dalam praktiknya, mediator pada Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Berau tidak pernah mendatanggkan saksi-saksi karena belum 

ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai besarnya biaya transportasi dan 

akomodasi, sehingga mengakibatkan tidak adanya anggaran untuk mrmbiayai 

transportasi dan akomodasi saksi-saksi.
22

 

Jika dalam sidang mediasi tercapai kesepakatan, maka mediator 

membuatkan perjanjian bersama yang memuat pernyataan para pihak untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja, 

Perjanjian bersama tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh 

mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau yang menengahi proses 

penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perjanjian bersama akan 

memiliki kekuatan hukum jika para pihak mendaftarakan di pengadilan hubungan 

indsutrial untuk mendapatkan akta bukti perdamaian.  

Jika para pihak tidak menemui kata sepakat, maka mediator mengeluarkan 

anjuran tertulis selambat-lambbatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi 

pertama dilakukan dengan para pihak. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya 

dianggap menolak anjuran tertulis. Apabila anjuran tertulis tidak disetujui para 

pihak, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berselisih dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Indsutrial. Sebaliknya jika para 

phiak menyetujui anjuran tertulis dari mediator, disinilah mediator harus berperan 

secara aktif untuk membantu para pihak menyelesaikan pembuatan perjanjian 

bersama.
23

 

Dengan dikeluarkannya Perjanjian Bersama ini, maka berakhir pula 

hubungan kerja diantara keduanya sejak tanggal 16 Maret 2019 dan pihak kedua 

tidak akan membebankan ataupun mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun 

dalam bentuk apapun kepada pihak pertama.   
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Terkait Sengketa Hubungan 

Industrial Perusahaan PT. Batu Bara 

Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau Hubungan industrial diatur dalam 

Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Ketentuan berdasarkan Pasal 102 menjelaskan pelaksanaan 

hubungan industrial yaitu: a) dalam melaksanakan hubungan industrial, 

pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, 

melaksanakn pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan;  b) dalam melaksanakan hubungan industrial, 

pekerja atau burh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis mengembangkan 

keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya; dan; c) dalam 

melaksankan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha 

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas 

lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, 

demokratis, dan berkeadilan. 

2) Kendala yang Dialami Dinas Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian Sengketa 

Hubungan Industrial PT. Batu Bara 

Berdasarkan penjelasan mengenai kendala dan upaya dariapda Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Berau, maka hal tersebut harus didasarkan pada faktor-faktor 

yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain; a) Relevansi 

aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang 

menjadi target aturan hukum secara umum itu; b) Kejelasan rumusan dari 

substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya 

aturan hukum; c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukumitu;  

d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 

aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum 
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yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum 

yang bersifat mengharuskan (mandatur); e) Sanksi yang diancam oleh aturan 

hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut; f) 

Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan 

memungkinkan untuk dilaksanakan; g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk 

memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 

memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan penghukuman); h) Aturan hukum yang mengandung norma moral 

berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 

bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi 

target diberlakukannya aturan tersebut; i) Efektif atau tidak efektifnya suatu 

aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak 

aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.; j) Efektif atau 

tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar 

hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. 

3) Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau  

dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Industrial Perusahaan PT. Batu 

Bara 

Langkah awal yang dilakukan sebelum mediasi dimulai yaitu pihak yang 

berselisih mencatatkan perselisihannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau 

yang disertai dengan pengaduan. Berkas pengaduan berisi mengenai Surat 

Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan bukti 

perundingan atau risalah yang menyatakan bahwa perundingan bipartit mengalami 

kegagalan. 

Perselisihan yang terjadi antara PT.Batu bara dengan karyawan merupakan 

perselisihan terkait dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) hal ini dijelaskan 

pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial mengenai pengakhiran hubungan kerja yang 

dilakukan oleh salah satu pihak. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau memiliki 2 
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orang mediator saat ini yang khusus menangani permasalahan hubungan 

industrial. Mediator yang berada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau 

merupakan mediator struktural  yang berada  pada susunan organisasi seperti 

sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi. Mediator struktural dapat menangani 

sidang mediasi apabila mempunyai legitimasi mediator dari Menteri Tenaga 

Kerja. Berkas pengaduan berisi mengenai Surat Permohonan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial dan bukti perundingan atau risalah yang 

menyatakan bahwa perundingan bipartit mengalami kegagalan. Pada realitanya, 

masih terdapat para pihak yang berselisih akan tetapi tidak melakukan 

perundingan bipartit. Jika demikian maka, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Berau menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk melakukan 

penyelesaian perselisihannya melalui perundingan bipartit. Pasal 103 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai sarana 

hubungan industrial. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit terdiri atas 

unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara 

demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang 

bersangkutan. 

4.2 Saran 

1) Untuk pihak Perusahaan, diharapkan sebelum meminta penyelesaian melalui 

Dinas Ketenagakerjaan melakukan persiapan berupa dokumen atau alat bukti 

dan melakukan komunikasi kepada karyawan yang di PHK sehingga proses 

penyelesaian dapat berlangsung dengan cepat dan memperoleh hasil yang baik 

kepada kedua belah pihak. 

2) Untuk karyawan, diharapkan kedepannya pihak perusahaan memberikan 

sosialisasi lebih mengenai regulasi terkait dengan hak untuk PHK dan proses 

penyelesaian sengketa hubungan industrial sehingga karyawan dapat 

mengetahui hak maupun kewajibannya, karyawan terkait juga harus siap 

menerima pangilan mana kala di panggil untuk melakukan mediasi terkait 

penyelesaian sengketa tersebut di Dinas Ketenaga Kerjaan Babupaten Berau 

agar memperoleh hasil yang baik untuk kedua belah pihak. 
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3) Untuk Dinas Ketenagakerjaan, diharapkan kedepannya memberikan tambahan 

terkait sumber daya manusia (karyawan) sehingga setiap problem mengenai 

sengketa hubungan industrial dapat terselesaikan dengan optimal. 
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